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ABSTRAK 

Mika Wisudasari / 222015003.M / 2019 / Analisis Penerimaan Pajak 

Restoran Kota Palembang Dengan Pendekatan Fenomenologi / Akuntansi 

 

Rumusan masalah dalam penelitian in adalah bagaimanakah fenomena realisasi 

penerimaan pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota 

Palembang yang potensial. Tujuannya untuk mengungkap fenomena realisasi 

penerimaan pajak restoran sebagai  salah satu sumber pendapatan asli daerah kota 

Palembang yang potensial. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif 

yang menganalisis mengenai penerimaan pajak restoran dengan pendekatan 

fenomenologi. Data primer yang dilakukan sebagai dasar analisis wawancara 

langsung kepada petugas bidang pendataan dan wajib pajak, dan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara dan 

observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa BPPD harus 

melakukan evaluasi dan disesuaikan dengan peraturan walikota Nomor 33 Tahun 

2016. Petugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) harus melakukan 

pengecekan ulang terhadap wajib pajak yang telah terdaftar sehingga dapat 

terlihat jelas apakah kontribusi tersebut sudah sesuai dengan hasil realisasi 

pelaporan pajak restoran atau pencampuran antara denda pelaporan pajak restoran. 

Dalam tingkat pengetahuan masyarakat sudah cukup sadar akan pengetahuan 

dalam pelaporan pajak restoran, namun harus lebih di maksimalkan kembali 

dalam sosialisasi agar pencapaian dalam pemutahiran data baik dari objek pajak 

maupun subjek pajak agar berdampak baik pada sistem administrasi pajak yang 

berlaku. 

 

 

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Restoran, Pendekatan Fenomenologi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu untuk 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan 

pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa 

pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi 

kepentingan bersama. 

 Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Sebagai administrator, 

masing-masing daerah tersebut harus bertindak lebih efektif dan efisien secara 

optimal agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber-sumber lainnya 

yang ada di daerah untuk diandalkan sebagai tulang punggung PAD. Dalam 

menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam bentuk 

pelaksanaan kewenangan, setiap masing-masing daerah harus dapat mengenali 

potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. 

 Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 

keuangannya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan 

dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Untuk meningkatkan akuntabilitas 
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dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara 

maksimal di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 

diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama sudah 

menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan 

yang dimiliki masing-masing daerah, maka semakin tinggi peranan PAD dalam 

struktur keuangan daerahnya. Salah satu sumber PAD dalam APBD adalah pajak 

daerah. 

 Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 

peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 

kewajiban perpajakan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Di Indonesia pemungutan pajak meggunakan sistem 

pemungutan pajak Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib 

pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, 

pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya. 

Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat 

mempermudah dalam pelaksanaan, tertib dan terkendali. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi 

menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini 

dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing 

jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang 
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bersangkutan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa : “Pajak daerah yang 

disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langusng dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan 

pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat 

pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna 

dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. 

 Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu: (1) Pajak Provinsi, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, dan Pajak Rokok, dan (2) Pajak Kabupaten/Kota, antara lain: Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2016) menunjukkan bahwa rata-

rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun 

selama lima tahun sebesar 7,57% yang artinya sangat kurang kontribusinya, 
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dikarenakan target pajak restoran kurang valid. Melalui analisis Efektivitas, Pajak 

Restoran berada pada rata-rata 123,88% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. 

Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan 

ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiningrat (2017) 

menunjukkan bahwa pajak hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedangkan 

pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Marviana (2018) menunjukkan 

bahwa Pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan 

masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %. Penerimaan pajak 

Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah 

ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas 

pajak dan instansi terkait. 

Pajak restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah yang diatur dalam 

peraturan daerah Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa wajib pajak 

orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, dan objek pajak restoran adalah 

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah 

fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang 

mencakup juga rumah makan kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering termasuk penyedia makanan atau minuman baik yang 

diantar atau dibawa pulang. 
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Mengingat Pentingnya Pajak daerah sebagai sumber Pendapatan asli 

daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Palembang berusaha memungut pajak 

daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan Perundang-

undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan 

pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha 

meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan 

untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk 

pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan 

pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna maka 

dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 33 tahun 2016 tentang 

persyaratan, mekanisme, dan prosedur tetap pemungutan pajak. Peraturan 

Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2016 mejelaskan mengenai pajak 

merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat, pemungutan pajak harus 

memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan 

pemungutan pajak restoran harus sejalan dengan Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak restoran dan dinamika keadaan, 

serta peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang persyaratan, 

mekanisme dan prosedur tetap pemungutan pajak restoran. 
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Berikut adalah data penerimaan pajak restoran target dan realisasi yang di 

peroleh dari badan pemeriksaan pajak daerah (BPPD) ota Palembang selama 3 

tahun sebagai berikut : 

Tabel I.1 

Penerimaan Pajak Restoran Target dan Realisasi kota  

Palembang 

Periode 2016-2018 

 

Tahun Target Penerimaan Realisasi penerimaan % 

2016 69.727.189.115 70.544.503.680 101,17% 

2017 79.000.000.000 79.255.225.469 100,44% 

2018 87.450.000.000 93.348.646.681 106,75% 

 Sumber : Badan Pengeloaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2019 

Dari tabel I.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran target dan 

realisasi kota Palembang dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terus mengalami 

peningkatan, pajak restoran cenderung mengalami kenaikan signifikan dari segi 

target dan jumlah penerimaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota 

Palembang dari tahun 2016 tersebut harus berbanding lurus dengan tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Adanya peningkatan penerimaan pajak restoran di suatu 

daerah semestinya berjalan seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak. Ada 80 restoran yang ada di wilayah Kecamatan Ilir Timur, 

dalam jumlah tersebut hanya 2,5% yang telat membayar pajak. Tetapi, pada 

kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam memenuhi 

kewajibannya. 

Penjelasan diatas dapat di buat survei pendahuluan di ambil 3 sempel 

Restoran untuk bisa dilihat tingkat kepatuhan membayar pajak. 
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Tabel I.2 

Survei Pendahuluan  

 

Nama Restoran  Fenomena yang diterima  

RM. Serba Rasa  

Jl. Pasar No. 168  

Wajib pajak peribadi, selalu wajib untuk 

melakukan pembayaran pajak, dimana RM. Serba 
Rasa tidak terkondisikan dengan masalah 

keuangannya sehinga RM. Serba Rasa tingkat 

kepatuhannya untuk membayar pajak kurang 
stabil.  

RM. Danius Putra Jaya 

Jl Kolonel Atmo 

Kel. 17 Ilir  

Wajib pajak peribadi, selalu wajib untuk 

melakukan pembayaran pajak, dimana RM. Danius 

kurang mematuhi sehingga RM Danius sangat 
membutuhkan sosialisasi perpajakan, agar bisa di 

berikan materi tentang kepatuhan untuk membayar 

pajak, terjadinya tidak patuh membayar pajak, bisa 
terjadi karenakan kondisi keuangan rumah makan 

nya kurang stabil sehingga bisa terjadi kurang 

patuh untuk membayar pajak. 

RM. Puspa Sari 
Jl. Letko Iskandar 

No. 434-D 

 

 

Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar 
pajak, dimana RM. Puspa juga sangat 

membutuhkan  sosialisasi perpajakan untuk 

memberikan pelayanan yang memupuk kesadaran 
untuk membayar pajak tentang tanggung jawab 

membayar pajak, dan tidak terkondisikan dengan 

masalah keungan nya sehinga RM. Serba Puspa 

tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak 
kurang stabil. 

 Sumber: Penulis,2019 

Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam peningkatan 

penerimaan pajak, maka perlu di kaji tentang bagiamana sikap wajib pajak dalam 

memaknai pemahaman peraturan daerah maupun sistem pemungutan pajak yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan menambah penerimaan 

pajak restoran guna meningkatkan PAD Kota Palembang. Berdasarkan uraian 

latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Dengan Pendekatan 

Fenomenologi” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini Bagaimanakah fenomena realisasi penerimaan Pajak 

Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 

yang potensial? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah Untuk mengungkap fenomena realisasi penerimaan Pajak Restoran sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yang potensial. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak 

antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang 

penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dengan pendekatan 

fenomenologi. 

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang 

Memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

mengenai penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang dengan pendekatan 

fenomenologi. 

3. Bagi Almamater 

Sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan dan bahan 

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. 
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